
ÓHakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan

diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam

perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemi-

lihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang memiliki potensi tim-

bulnya benturan kepentingan,Ó ucap Jimly.

Atas putusan Majelis Kehormatan tersebut, terdapat pendapat

berbeda (dissenting opinion), yaitu dari anggota MKMK Bintan R

Saragih.

MKMK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 21 lapor-

an yang masuk. Pemeriksaan kepada pelapor dimulai dengan

rapat dengan agenda klarifikasi pada hari Kamis (26/10) dan

berakhir dengan sidang terbuka pada hari Jumat (3/11).

Di sisi lain, pemeriksaan terhadap terlapor juga telah diram-

pungkan. Secara beruntun sejak Selasa (31/10) hingga Jumat

(3/11) MKMK melakukan sidang tertutup kepada sembilan

hakim konstitusi yang dilaporkan.

MKMK memeriksa hakim konstitusi sebanyak satu kali, ke-

cuali Ketua MK Anwar Usman sebanyak dua kali. Ketua MKMK

Jimly Asshiddiqie menjelaskan, pemeriksaan terhadap Ketua

MK harus dilakukan lebih dari satu kali karena Anwar Usman

mendapatkan laporan terbanyak.

Adapun laporan tersebut bermunculan pascaputusan MK

yang mengabulkan sebagian Perkara No 90/PUU-XXI/2023

yang diajukan Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Almas

Tsaqibbirru Re A dari Surakarta. Atas putusan tersebut, Pasal

169 huruf q Undang-Undang Pemilu selengkapnya berbunyi

ÓBerusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang mendudu-

ki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemi-

lihan kepala daerahÓ.

Putusan itu menjadi kontroversi karena dinilai memuluskan

jalan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, keponakan

Anwar Usman, untuk melaju sebagai bakal calon wakil presiden

2024. (Ant/Obi)-f
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MKMK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Untuk proses keberangkatan ke Qatar, NAmeminta uang kepa-

da JN sebanyak Rp 23 juta untuk dibelikan tiket pesawat ke

Singapura dan Qatar. Sebelum berangkat, NS sempat ditampung

di rumah NA selama satu malam. Kemudian pagi harinya atau

Kamis (17/11), mereka berangkat dari Jakarta dengan naik bus ke

YIA. Sempat menginap satu malam di dekat bandara, mereka ke-

mudian chek in. Namun saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas

imigrasi, ditemukan fakta jika dua orang calon PMI itu berangkat ke

Qatar tidak melalui  BP3MI dan tanpa membawa syarat-syarat

yang sah berdasarkan Permen Naker Nomor 9 tahun 2019.

ÓTersangka kami jerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 10 UU RI No 21 ta-

hun 2007, tentang TPPO ancaman pidana penjara maksimal 15

tahun dan denda maksimal 600 juta rupiah dan Pasal 81 Junto

Pasal 69 UU RI No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja

Migran Indonesia, ancaman 10 tahun dan denda maksimal Rp 15

miliar,Ó pungkasnya. (Ayu)-d

Polda DIY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Vivit Iswanto SH membacakan dakwaan di depan Majelis Hakim

dengan Ketua Tri Asnuri Herkutanto SH MH. Pembacaan dak-

waan berlangsung hampir 2 jam, tampak sesekali KS

memainkan jari-jarinya sambil mendengar dakwaan JPU 

ÓDakwaan primair, KS  melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP,Ó tegas JPU

Kemudian jeratan subsidair pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditam-

bah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten-

tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP. (Vin)-f

Krido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

yang akan mempengaruhi pendapatan yang

rendah. Rendah pula SDM di Indonesia

nantinya.

Menurut pengertian dari Wikipedia En-

siklopedia kata politik merupakan serapan dari

bahasa Belanda: politiek, adalah proses pem-

bentukan dalam masyarakat yang antara lain

berwujud proses pembuatan keputusan, khu-

susnya dalam negara. Berdasarkan pandangan

Ramlan Surbakti (1999:1) politik merupakan in-

teraksi antara pemerintah dengan masyarakat

dalam rangka proses pembuatan dan pelak-

sanaan keputusan yang mengikat tentang ke-

baikan bersama masyarakat yang tinggal dalam

suatu wilayah tertentu. Melalui pengertian ini

politik menjadi penting untuk mewujudkan se-

buah kepentingan atau misi tertentu.

Jika dilihat kondisi terkini sudah ada tiga pa-

sangan calon (paslon) presiden yang masuk

dalam Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia (KPU RI). Paslon tersebut adalah

Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-

Gibran. Masing-masing sudah membawa isu

masing-masing yang beberapa sudah mema-

parkan visi-misi untuk dibuat program kedepan.

Sebagai warga yang baik maka perlu untuk

memahami bagaimana visi-misi tersebut di-

jalankan.

Isu stunting menjadi salah satu isu kesehatan

yang menjadi konsentrasi oleh setiap paslon.

Namun ada beberapa hal yang ditonjolkan ma-

sing-masing seperti pasangan Anies-Muhaimin

untuk menargetkan target stunting hingga 11-

12,5% pada tahun 2029. Ganjar-Mahfud juga

menargetkan prevalensi stunting di bawah 9%.

Pasangan Prabowo-Gibran tidak secara spesifik

menurunkan angka prevalensi stunting dalam

dokumen visi-misinya. Namun mereka menye-

but beberapa program pengentasan stunting,

seperti program memberi makan siang dan susu

gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan

gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

Sebagai warga yang baik sudah pastinya un-

tuk berkontribusi mensukseskan kegiatan

demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun

2024. Tentu dalam pemilihannya perlu memaha-

mi visi-misi dan program kerja yang akan dilak-

sanakan pada tahun 2024-2029. Hal ini penting

karena perlu untuk memastikan program-pro-

gram yang selama ini jalan untuk dapat

diteruskan dan hal ini ada pada kuasa pemilih-

nya. 

Saat ini Indonesia sedang menyiapkan manu-

sia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Salah

satunya adalah dengan menyiapkan manu-

sianya agar dapat menyiapkan SDM yang

mumpuni. SDM yang unggul harus disiapkan

mulai dari sekarang salah satunya dari lahir

harus dipastikan para baduta dan balita dapat

berkembang dengan baik sesuai dengan umur

dan tumbuh kembangnya.

Stunting merupakan upaya dari awal

bagaimana manusia Indonesia berkembang

unggul dan mampu bersaing ditengah-tengah

persaingan global. Bagaimana dapat berkem-

bang dan bersaing sedangkan tumbuh kem-

bang embrio manusianya tidak sesuai dengan

pertumbuhan dan perkembangan sesuai de-

ngan umurnya.

Momentum pemilihan calon presiden adalah

salah satu hal yang penting dalam konteks

Indonesia agar dapat mewujudkan kebijakan

yang berpihak pada masyarakat salah satunya

adalah melalui isu-isu kesehatan salah satunya

stunting. Karena pollitical will menjadi hal yang

penting bagaimana pemerintah menggunakan

powernya untuk kepentingan masyarakat.

Akhirnya pada kesimpulannya politik menjadi

hal penting berkaitan dengan isu-isu kesehatan

termasuk stunting dan harapannya masyarakat

juga dapat memilih pilihan yang paling tepat un-

tuk membawa Indoensia ke depan.

(Penulis adalah Satgas BKKBN Perwakilan

DIY)-f

Penetapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

tanpa menggunakan bukti-bukti yang diper-

oleh dari proses penyidikan serta tanpa me-

meriksa calon tersangka sebagai saksi pada

proses penyidikan yang sama. Oleh karena

itu, cukup beralasan SYL memohon kepada

Hakim Tunggal Alimin Ribut Sujono untuk

mengabulkan permohonan praperadilan,Ó

tandasnya. (Ant/Has)-d

Bersama-sama  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

ÓMenyatakan hakim terlapor tidak terbukti

melakukan pelanggaran terhadap kode etik

dan perilaku hakim konstitusi sepanjang ter-

kait pendapat berbeda,Ó kata Ketua MKMK

Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar

putusan menyangkut nama Saldi Isra.

Namun begitu, Saldi Isra dinyatakan ter-

bukti secara bersama-sama dengan para

hakim konstitusi lainnya menyangkut kebo-

coran informasi rahasia Rapat Permu-

syawaratan Hakim (RPH) dan pembiaran

praktik benturan kepentingan para hakim

konstitusi dalam penanganan perkara. Oleh

sebab itu, Majelis Kehormatan juga men-

jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Saldi

Isra.

Sedangkan, hakim konstitusi Arief Hidayat

juga terbukti melanggar Sapta Karsa Huta-

ma, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

menyoal pernyataannya di ruang publik yang

merendahkan martabat MK, sehingga di-

jatuhkan sanksi teguran tertulis.    (Ant/Obi)-f

Ahok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

bersangkutan ditetapkan sebagai tersang-

ka dugaan korupsi pengadaan gas alam

cair (LNG) di PT Pertamina pada 2011-

2021. Perkara dugaan korupsi tersebut

diduga berawal sekitar 2012, saat itu PT

Pertamina memiliki rencana untuk meng-

adakan LNG sebagai alternatif mengatasi

terjadinya defisit gas di Indonesia.

Karen yang diangkat sebagai Direktur

Utama PT Pertamina Persero Periode

2009-2014 kemudian mengeluarkan kebi-

jakan untuk menjalin kerja sama dengan

beberapa produsen dan pemasok LNG di

luar negeri, di antaranya perusahaan

Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC

Amerika Serikat. (Ful)-f

RELAWAN ÔNYAMBIÕANGGOTA DEWAN

Pola Pendampingan Masyarakat Terus Berlanjut
YOGYA (KR) - Keberadaan

Omah Sedulur Oleg Yohan atau

Omah Sedoyo mampu membe-

rikan kemanfaatan bagi masya-

rakat. Melalui Omah Sedoyo itu

pula, pola pendampingan kepa-

da masyarakat akan terus

berlanjut hingga berhasil

mandiri.

Oleg Yohan yang tergabung

dalam Fraksi Partai NasDem

DPRD Kota Yogya ini bahkan

tetap konsisten mengedepan-

kan sikap kerelawanan meski

telah duduk sebagai anggota

dewan. Sebelumnya, ketika

bergelut sebagai relawan di

Forum Komunikasi Winongo

Asri (FKWA), pendampingan ke

masyarakat terutama di ka-

wasan pinggir kali hampir tidak

pernah berhenti. Begitu pula

saat ini sebagai anggota de-

wan, juga masih fokus melaku-

kan pendampingan layaknya

relawan. ÓJadi sekarang itu

seperti relawan tapi nyambi

anggota dewan,Ó katanya.

Omah Sedoyo yang salah

satu kegiatannya berupa klinik

UMKM setiap Jumat, meru-

pakan bentuk pendampingan

dari aspek ekonomi. Dari semu-

la mendampingi pembuatan

Nomor Induk Berusaha (NIB)

dan PIRT, fasilitasi sertifikat ha-

lal hingga menjembatani akses

modal perbankan, kini juga se-

makin berkembang. Di an-

taranya fasilitasi pameran, in-

formasi kegiatan pemerintah

yang dapat diikuti oleh UMKM,

motivasi kelompok usaha hing-

ga berperan aktif atas pengelo-

laan sampah di wilayah yang

tengah menjadi persoalan

bersama.

Oleg menjelaskan, pihaknya

bahkan menjadi Duta PDAM

Tirtamarta dalam sosialisasi

produk air minum dalam ke-

masan yang diproduksi oleh

PDAM yakni Ayo. Dirinya pun

mengajak UMKM kuliner Gan-

deng Gendong sebisa mungkin

menggunakan Ayo untuk air

minum dalam kemasan. ÓKalau

kita menggunakan produk Kota

Yogya maka perputaran

uangnya dari kita untuk kita ju-

ga. Dampak ekonominya akan

semakin baik,Ó tandasnya.

Oleh karena itu dirinya ber-

komitmen akan terus melaku-

kan pendampingan ke masya-

rakat. Terutama melalui Omah

Sedoyo, mengingat jumlah pe-

laku UMKM khususnya di

Kemantren Tegalrejo, Jetis, dan

Gedongtengen mencapai ribu-

an orang. Sebagian besar juga

masih membutuhkan bimbing-

an agar mampu tumbuh dan

semakin kuat.                  (Dhi)-d

Oleg Yohan
Fraksi Partai NasDem

BAWASLU DIY MINTA

Peserta Pemilu Tidak Curi Start Kampanye
YOGYA (KR) - Kesuksesan pelaksanaan

Pemilihan Umum (Pemilu) tidak hanya menjadi

tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU)

tapi butuh peran aktif semua pihak. Untuk itu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY

mengimbau kepada para peserta Pemilu agar ti-

dak curi start dalam pelaksanaan kampanye se-

belum dimulainya tahapan secara resmi mulai

28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. 

Apabila dalam pelaksanaannya ada peserta

yang terbukti mencuri start dan melanggar atur-

an Bawaslu akan dikoordinasikan dengan pihak

terkait untuk ditindak.

ÓMemang parpol dan peserta Pemilu diper-

bolehkan melakukan sosialisasi. Tapi tetap ada

beberapa aturan yang harus ditaati, di antaranya

terkait kegiatan atau ajakan yang mengarah un-

tuk mencoblos masih belum dibolehkan. Begitu

pula dengan penyampaian visi misi karena

belum masuk tahapan kampanye,Ó kata

Anggota Bidang Penanganan Pelanggaran,

Data dan Informasi Bawaslu DIY Bayu Mardinta

Kurniawan di Yogyakarta, Selasa (7/11).

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum

(PKPU) No 15/2023 tepatnya di Pasal 79 peser-

ta Pemilu memang diperbolehkan melakukan

sosialisasi dan juga pendidikan politik kepada

masyarakat. Hanya saja konten yang dipasang

harus sesuai aturan dan tidak boleh ada ajakan

untuk mencoblos peserta tertentu. 

Menurut Bayu, meski sudah melakukan im-

bauan, biasanya di masa kampanye tetap dite-

mui beberapa pelanggaran. Seperti netralitas

Aparatur Sipil Negara (ASN), pelanggaran admi-

nistrasi peserta Pemilu, maupun pelanggaran

alat peraga kampanye (APK). Oleh karenanya

sebelum masuk tahapan kampanye pihaknya

sudah melakukan sosialisasi bersama KPU DIY

agar gesekan dan pelanggaran bisa dimini-

malkan.  ÓKalau sebelum masuk tahapan kam-

panye kami sifatnya baru persuasif ke

Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu

membersihkan alat peraga atau sosialisasi di ka-

bupaten/kota sampai kecamatan, karena bebe-

rapa ada yang berisi materi ajakan. Apabila dite-

mukan ada materi itu di pohon atau tiang listrik

kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP agar

dibersihkan,Ó terangnya. (Ria)-d


